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BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN

YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:a.

210.

BUPATI PASAMAN,

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BupatiPasaman telah menetapkan Peraturan Bupati Pasaman
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan
Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L)Tahun Anggaran Berikutnya,
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai
dengan akhir tahun anggaran dan menyempurnakanmekanisme pelaksanaan anggaran dalam rangka
penyelesaian sisa pekerjaan dari kontrak tertentu pada
akhir tahun anggaran, dipandang perlu
menyempurnakan ketentuan mengenai hal dimaksud
yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BupatiPasaman Nomor 36 Tahun 2012:

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Pelaksanaan
Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan YangTidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun
Anggaran,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25j jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4348):



10.

12.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Ncgara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

4.

Undang-Undang Nomur 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nornor S5234),

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Yahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5156),

9.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5):

. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

310):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,



Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Tahun 2008 Nomor 3),

14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 64 Tahun 2008
tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman tahun 2008 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pasaman.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5.
6.

7.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenanangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Pasaman yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian



12.

13.

14.

15.

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut

disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk
melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang
dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember.
Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun
Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari
APBD, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun
Anggaran berkenaan.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB II
SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 3

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran,
penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun
Anggaran Berikutnya.
Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai
dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran
Berikutnya.
Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
ditambahkan (on top) ke dalam anggaran Tahun Anggaran
Berikutnya.

Pasal 4

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke
Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (I) harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Berdasarkan penelitian PA/KPA/PPK penyedia

barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa

pelaksanaan pekerjaan,
b. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan

sisa pekerjaan paling lambat SO (lima puluh) hari
kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan
pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan
kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas
bermaterai,



Cc. Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud
dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan
menggunakan dana yang dapat dialokasikan dalam DPA
Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikitmcmuat:
a. Pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa

untuk menyelesaikan sisa pekerjaan,
b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa

pekerjaan dengan ketentuan paling lama SO (lima
puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa
pelaksanaan pekerjaan,

c. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia

dikenakan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan, dan

d. Pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak
menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan
pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada
Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh
keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

(3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK memutuskan untuk:
a. Melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun

Anggaran Berikutnya, atau
b. Tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke

Tahun Anggaran Berikutnya.
(4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), PA/KPA/PPK melaksanakaan :

a. Konsultasi dengan Inspektorat Daerah,
b. Meminta Rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

(5) Inspektorat Daerah mengeluarkan Rekomendasi
sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b. 3 (aga) hari
setelah permintaan Rekomendasi dari PA/KPA/PPK.

d

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun
Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak
berkenaan.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun
Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

PA/KPA/PPK bertanggung jawab secara formal dan material
atas:
a. Keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan

ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penyelesaian sisa
pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya,
atau



b. Keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa
pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

BAB Ili
PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun
Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dibebankan pada DPA Tahun Anggaran Berikutnya.

(2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan bcban DPA Tahun
Anggaran Derikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun
Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31
Desember.

(3) SKPD harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA-
SKPD berkenaan Tahun Anggaran Berikutnya.

(4) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran
dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada DPRD.

(5) Pengajuan usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh)
hari seteiah berakhirnya Tahun Anggaran sebelumnya yang
tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan
sebagaimana dimaksud dajam Pasal 4 ayat (2).

(6) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5

selanjutnya dituangkan pada Perubahan APBD

Di

BAB IV
PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang
dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PA/KPA/PPK
melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.

(2) Perubahan Kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Mencantumkan sumber dana untuk membiayai

penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke
Tahun Anggaran Berikutnya dari DPA Tahun Anggaran
Berikutnya:

b. Tidak boleh menambah jangka waktu/masa
pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan Kontrak sebagaimana Gimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

(4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku
jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5Y2 (lima
perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh
PA/KPA/PPK, sebelum dilakukan penandatanganan
Perubahan Kontrak.

(S5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang
tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengakibatkan denda



(1)

2

(3)

(4)

(5)

lebih dari 54 (lima perseratus), penyedia barang/jasa
menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi
sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan
penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak.

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 10

Kepala SKPD mengusukan kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Dacrah untuk melaniutkan pekerjaan tersebut
dalam DPPA)
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
diterima oleh Sekretaris Daerah paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang
telah dilegalisasi oleh PA/KPA/PPK.
Berdasarkan pertimbangan tertentu Sekretaris Daerah
dapat melakukan pembahasan melibatkan SKPD terkait
sebelum diteruskan kepada Kepaia Daerah.
Atas persetujuan Kepala Daerah, Kepala SKPD
menyampaikan kepada PPKD atas pekerjaan yang akan
dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan :

a. DPPA untuk disetujui Sekretaris Daerah dan disyahkan
oleh PPKD,

b. Copy surat pernyataan kesanggupan dari penyedia
barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (I) huruf b,
yang telah dilegalisasi,

Cc. Resume Addendum Kontrak.
d. Rekomendasi dari Inspektur Inpektorat Daerah.

(6) PA/KPA/PPK melakukan klaim pencairan
jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan yang
akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya.

(7) Dalam hal pencairan Jaminan/Garansi Bank

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (Sl telah dapat
dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank
sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya,
penyediaan barang/jasa wajib menyetorkan sejuulah
uang ke Kas Daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang
akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya
sebagai penggantian Klaim Pencairan Jaminan/ Garasi
Bank.

/

Pasal 11

Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan
di Tahun Anggaran Berikutnya scsuai waktu penycicsaian
pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan
kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2).
Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). penyedia barang/jasa dikenakan
denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan mengenai pengadaan barang
dan/atau jasa.

(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian
pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan
kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PA/KPA/PPK
melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan, dan
b. Mengenakan denda maksimum keteriambaran

penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

(4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau ayat (3 hurufb:
a. Disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa,

atau
b. Diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas

penyelesaian pekerjaan.

BAB Vi
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 12

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan
ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan :

1. Sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai
40dengan batas akh Pa LI) aktu penyelesaian sisa pekerjaan

2. Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13
Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM, dan
pencrbitan SP2D dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja dacrah.

BAB VII”
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati
Pasaman Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun
Anggaran Berikutnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang megetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 Mmgi - 2017

BUPATI PASAMAN,

USUFap
Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 6 Magi 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

v
M. H, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR

Sekretaris BAKUUNA tab ui
Kabid Anggaran

INO! Jabatan . Tanggal raf
1 Waril Bupati oa —-

2
| SenretansD2e hi ! Opal 4 &

3 | Kepala BAM DA - $ KL IN
5
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Bupati
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CNB



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 8 Mei 2017

L
8

BUPATI PASAMAN,

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 98 Mgi 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

M, H, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR

USUF LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Sudirman Nomor : 40 Telepon (0753) 321682 - Faximile (0753) 321682

Lubuk Sikaping,pApril
2017

Nomor : 900/ KAL /AGR-BAKEUDA/2017. Kepada :

Yth. BAPAK BUPATI PASAMAN
Di

Lubuk Sikapi

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada

Dari

Tentang

Catatan

Mohon untuk Bapak
Tanda Tangani atas

BUPATI PASAMAN

Kepala Badan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Pasaman tentang Pelaksanaan Anggaran
Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun
Anggaran.

: Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pasaman yang tertib dan lancar
dan sesuai dengan administrasi pengelolaan keuangan
daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Pelaksanaan Anggaran Yang Tidak Terselesaikan Sampai
Dengan Akhir Tahun Anggaran.

: Surat Keputusan Bupati.
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